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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah, 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi 
Kasus Pada OPD Kota Tegal). 
Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan jumlah responden sebanyak 72 
orang. Metode pengumpulan dat yang dilakukan dengan kuesioner. Sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 24. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah 
berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai 
signifikan 0,012 < 0,025, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif 
pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,000 < 
0,025, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,015 < 0,025. 
 
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal 


















This study aims to determine the Government Accounting Standards, 
Government Internal Control Systems, and Human Resources Competence has a 
positive effect on the quality of the Regional Government Financial Reports (Case 
Study on OPD Tegal City). 
This research was conducted at the Regional Organization of Organizations 
(OPD) of Tegal City. The type of data used is primary data, with 72 respondents. 
Data collection method is done by questionnaire. While the data analysis method 
used is multiple linear regression analysis using SPSS version 24. 
The results of this study indicate that, government accounting standards have 
a positive effect on the quality of local government financial statements with a 
significant value of 0.012 <0.025, the government's internal control system has a 
positive effect on the quality of local government financial statements with a 
significant value of 0,000 <0.025, and human resource competencies have a negative 
effect on the quality of local government financial statements with a significant value 
of 0.015 <0.025. 
 
Keywords : Government Accounting Standards, Government Internal Control 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH  
 Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang 
terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi 
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu 
entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk 
laporan keuangan. Pengelolaan Keuangan disusun sesuai peraturan 
perundang-undangan, efisien, efektif, serta transparan merupakan kewajiban 
dari suatu entitas pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 
dalam penyelenggaraan pemerintah upaya konkrit dalam mewujudkan 
transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan 
cara melaporkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 
Keuangan merupakan sebuah laporan mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas. Proses pelaporan 
keuangan yang berisi sebuah catatan akuntansi pada suatu entitas dalam 
periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja pada suatu entitas 




 Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah 
diantaranya adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan 
perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Karsana & 
Suaryana,2017: 645) 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan 
mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). 
Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 
laporan keuangan ini, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan 
secara wajar dan berkualitas. Selain itu penerapan sistem pengendalian 
internal dapat mengolah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Istikha dkk, 2014:1). 
 Dalam menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas harus 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah menyusun standar 
akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas 
menuju akrual sebagai masa transisi menuju akuntansi berbasis akrual penuh 
yang kemudian digantikan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dalam bukunya, Bastian (2006:96) 
menyatakan bahwa dasar basis akrual adalah dimana pengaruh transaksi dan 




diterima atau dibayar dan dibukukan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan 
dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Akuntansi berbasis 
akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, 
pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban dimasa 
mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat 
mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran 
kinerja, serta mendukung terwujudnya transaparasi dan akuntabilitas sektor 
publik (Rahmadani S, 2015:2). Standar Akuntansi Pemerintah adalah syarat 
mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di 
Indonesia khususnya Kota Tegal dapat ditingkatkan.  
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah 
terkait ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan 
bukti yang dijumpai dalam LKPD tahun 2018 yaitu: permasalahan penyajian 
akun aset lancar, penyajian belanja modal, permasalahan penyajian akun 
lainnya tentang investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek dan beban 
operasi-LO. 
 Keberhasilan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas 
juga membutuhkan sebuah sistem pengendalian internal yang baik. 
Pengendalian Intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi 
profit maupun non profit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat 




kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberi batasan serta 
ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatan.  
Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarah, 
mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan 
penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) (Pradono & 
Basukianto, 2015: 191). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendapat 
perhatian cukup besar dari BPK selaku auditor eksternal, BPK mengkritisi 
lemahnya SPI yang diterapkan pemerintah, kelemahan SPI dapat menjadi 
peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 
anggaran. 
 Terdapat beberapa masalah yang ditemukan terkait kelemahan sistem 
pengendalian internal dan pelaporan keuangan, yaitu: pencatatan belum 
dilakukan secara akurat, proses penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, sistem informasi akuntansi, pelaporan belum didukung 
dengan sumber daya manusia yang memadai, dan terlambatnya 
menyampaikan laporan. Keadaan tersebut menunjukan bahwa Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal. 
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang masih belum 
optimal tentu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten 
dalam bidang akuntansi. Kompetensi tersebut mencakup tugas, keterampilan, 




untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang 
dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasi oleh sumber daya 
manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud 
hasil pelaksanakan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung 
(Turwirdani, 2015:4). 
Menurut TribunJateng.com,Tegal, fenomena yang terjadi sejak tahun 
2013 sampai 2017 Kota Tegal selalu mendapat opini dari BPK Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan barutahun 2018 mendapat opini 
dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu aspek yang menjadi ganjalan 
selama ini adalah dalam penghitungan aset daerah kurang maksimal dan ada 
ratusan miliar yang belum tercatat seperti Pasar Pagi Kota Tegal dan 
pembangunan kawasan Sport Center. Dan pada tahun 2017 terungkapnya 
kasus korupsi atas pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Kardinah Tegal 
yang melibatkan Walikota Tegal Siti Masitha Supono dengan menerima uang 
suap sebesar Rp 5.100.000.000. Adanya dugaan bahwa uang suap tersebut  
dipakai untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai 
walikota Tegal untuk periode 2019-2024. Ini menunjukan masih lemahnya 
pengawasan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Tegal.  
Fenomena tentang laporan keuangan pemerintah memang menjadi hal 




terdapat penyimpangan - penyimpangan yang ditemukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (Indriasih & koeswoyo,2014), seperti tulisan pada 
temuan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2018 Kota Tegal tegal meraih 
predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kota Tegal ini mengalami 
kenaikan dimana sejak tahun 2013 Kota Tegal mendapat opini Wajar Dengan 
Pengecualian. Artinya bahwa pemerintah Kota Tegal dinilai telah 
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, 
dan kalaupun ada kesalahan dianggap kesalahan tersebut tidak material dan 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.  
Berdasarkan lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
atas laporan keuangan semester 1 tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menunjukan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Pemerintah Kota Tegal untuk tahun 2013-2017 menunjukan opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2018 berhasil mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI disebabkan karena 
beberapa faktor antara lain : kelemahan sistem pengendalian internal, barang 
milik negara/daerah belum tertata dengan tertib, pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang belaku, penyajian 




serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai 
(www.bpkp.go.id). 
Beberapa penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti, 
Hasil dari penelitian Ida Ayu Enny Kiranayanti,dkk (2016) tentang Pengaruh 
Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis 
Akrual Terhadap KualitasLaporan Keuangan Daerah menunjukan bahwa 
Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis 
Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Badung. 
Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah tersebut., 
maka peneliti ini mengambil judul “ Pengaruh Standar Akuntansi 
Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 









B. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan 
diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal? 
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal? 
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh positif Standar Akuntansi Pemerintah 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 




3. Untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal. 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi 
manfaat sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 
sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat 
dijadikan refrensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti 
selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.  
b. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta dapat mengaplikasikan 
teori dan praktek. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah  
Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi Pemerintah 





b. Bagi Publik 
Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan 
digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang 




                                 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana 
pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan kewenangan 
untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah 
pengawasan pihak lain yaitu principal. Principal adalah pihak yang 
memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan pengawasan 
tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen 
disebut dengan third party (Budi,2015:5-6).  
Berdasarkan dengan masalah keagenan, praktek pengelolaan keuangan 
dalam sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh suatu 
keagenan, dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (member 
kewenangan) adalah pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan, 
pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari 
perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah daerah juga dituntut 
untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat 
dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tata 




pemerintah daerah dan masyarakat selaku pihak yang akan ikut dalam 
menentukan kebijakan daerah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan 
keagenan (agency relationship). Dalam hal ini pemerintah berfungsi 
sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban 
tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang 
baik harus mengikutsertakan masyarakat (principal) sebagai pengguna 
informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak 
langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah sebagai agen 
harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan 
masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai principalnya.  
2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah  
a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan   
 Laporan keuangan adalah alat yang paling utama untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-
hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan 
begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para penguna 
(user) untuk membuat keputusan ekonomi (Munawir, 2014:22). 
 Menurut Subramanyam dan Wild (2016: 23) Laporan keuangan 
disiapkan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada saat 





 Pengertian kualitas laporan keuangan tidak jauh dari pengertian 
laporan keuangan secara umum itu sendiri. Laporan keuangan merupakan 
catatan informasi suatu entitas pada periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Triwardana, 
2017:644). 
 Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi catatan informasi 
tentang keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan 
untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu 
(Sujarweni, 2016:128). 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan 
keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa 
laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara dan daerah selama satu periode.  
Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa 
penyajian laporan keuangan daerah merupakan sebuah alat yang sangat 
penting dalam menyediakan sebuah catatan informasi mengenai posisi 
keuangan yang relevan dan digunakan untuk menggambarkan kinerja 




Menurut Kawatu (2019: 28) jenis laporan keuangan pemerintah terdiri 
dari:  
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pos-pos sumber, 
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah, dimana menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 
Yang termasuk unsur didalam laporan realisasi anggaran terdiri 
dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu untuk 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran 
lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
3. Neraca 
Suatu neraca dapat menggambarkan posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan yang termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada 
tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari 
kewajiban, aset dan ekuitas. 
4. Laporan Operasional (LO) 
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya 




dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 
5. Laporan Arus Kas (LAK) 
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan 
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 
akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Adapun 
unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan 
dan pengeluaran kas. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan suatu informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. 
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, 
laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, 
laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. 
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi 
tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 




untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 
penyajian laporan keuangan secara wajar. 
b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Menurut Kawatu (2019:6) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor 
publik secara umum adalah: 
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship). 
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan 
kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa 
bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 
2. Pelaporan Retrospektif dan Akuntabilitas (retrospective reporting 
and accountability). 
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan 
digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi 
manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar 
kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan 
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis 
jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk 




serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan 
efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.  
3. Informasi Otorisasi dan Perencanaan (authorization information 
and planning). 
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar 
perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. 
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi 
pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 
4. Kelangsungan Organisasi (viability). 
Laporan keuangandigunakan untuk membantu membaca dalam 
menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam 
menyediakan barang dan jasa pada waktu yang akan datang. 
5. Hubungan Masyarakat (public relation). 
Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada 
organisasi untuk mengajukanatas prestasi yang telah dicapai 
kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. 
Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan 
publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
6. Gambaran dan Sumber Fakta (figuresand source of facts ). 
Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai 




Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah 
adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 
pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukan 
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya, dengan : 
a. Menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 
b. Menyediakan informasi tentang perubahan posisi sumber daya 
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.  
c. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan 
penggunaan sumber daya ekonomi.  
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 
anggarannya. 
e. Menyediakan informasi tentang cara entitas pelaporan dalam 
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 
f. Menyediakan informasi mengenai potesi pemerintah untuk 
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
g. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan 





c. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Governmental Accounting Standards Board (GASB) (1999, p. 
B184) dalam Mardiasmo (2009: 171) mengidentifikasikan pemakai 
laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 
1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab. 
2. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili 
rakyat. 
3. Investor dan kreditor. 
Sedangkan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, terdapat beberapa 
kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 
1. Masyarakat. 
2. Para wakil rakyat (DPR), lembaga pengawas, dan lembaga 
pemeriksa. 
3. Pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 
4. Pemerintah. 
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Kriteria dan unsur-unsur kualitas dari pelaporan keuangan 
pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam 





Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi 
peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (predictive 
value), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya 
(feedback value), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi 
pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut 
Andrian Elvin (2017: 31), Informasi yang relevan memiliki 
unsure-unsur sebagai berikut: 
a) Manfaatan umpan balik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan 
atau mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu. 
b) Memiliki manfaat prediksi (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 
kejadian masa kini. 
c) Tepat Waktu 
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 
d) Lengkap 
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap 




dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 
memperhatikan kendala yang ada. 
2. Reliable/ Andal  
Keandalan infromasi bergantung pada kemampuan suatu 
informasi dalam menyajikan secara wajar peristiwa dengan 
keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan 
berbadan tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada 
aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi 
tersebut. Suatu informasi dikatakan handal apabila: 
1) Dapat diverifikasi (verifiable) 
Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang 
berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan 
hasil akhir yang sama. 
2) Netral  
Netral disini artinya didalam penyajian laporan atau 
informasi keuangan tidak ada unsur kepemilikan. 
3) Penyajian secara wajar (representation faithfulness) 
Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap. 
Menunjukan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-
peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. 




Informasi didalam laporan keuangan harus bisa dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode tahun sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya baik itu 
perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. 
Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas 
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah 
daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang sama. Apabila sebuah bagian pemerintah daerah menerapkan 
suatu kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 
akuntansi yang sekarang diterapkan, maka perubahan tersebut 
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami 
Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah 
dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk 
istilah yang disesuaikan sesuai batas pengguna. Pengguna yang 
ingin mengetahui laporan keuangan harus memiliki pengetahuan 
yang cukup pada kegiaan operasi, entitas pelaporan dan yang 
terpenting bahwa didalam diri pengguna mempunyai kemauan 





3. Standar Akuntansi Pemerintah 
a) Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah 
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 
bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah 
 Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi 
Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah 
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak di terbitkannya PP Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi 
yang digunakan adalah menggunakan basis akrual.  
 Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan 
Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk 
menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh 
laporan keuangan daerah telah menerapkan Standar Akuntansi 
Pemerintah berbasis akrual.  
 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan 
Laporan Operasional, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan 
finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan Laporan Realisasi 




pelaksanaa nanggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam 
anggaran negara/daerah. 
 Bastian (2006:96) menyatakan bahwa dasar basis akrual adalah 
dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan 
dibukukan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 
keuangan pada periode bersangkutan.  
 Mardiasmo (2009:155) menyatakan bahwa full acrual 
accounting digunakan untuk mencatat pendapatan (revenue) ketika 
diperoleh dan biaya (expense) pada saat terjadi. Dengan kata lain biaya 
dicatat ketika utang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.  
 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) (2010:3) dalam 
(Lamonisi, 2016:225) menyatakan bahwa basis akrual adalah basis 
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya 
pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar.  
 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual adalah pemahaman atas pencatatan basis 
akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat diperoleh dan 
mencatat biaya pada saat terjadi, sehingga biaya tersebut dicatat ketika 




b) Manfaat atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual. 
1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan 
perubahannya.  
2. Menunjukan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh 
aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.  
3. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya 
serta memenuhi kebutuhan kasnya. 
4. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan 
pemerintah dalam mendanai aktivitasnya 
5. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang 
penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas.  
6. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya 
pelayanan tersebut. 
c) Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual  
Bastian (2006: 118-119) menyatakan bahwa keuntungan basis akrual 
dapat diperinci sebagai berikut:  
1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional 
berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti 
bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa 




2. Basis akrual menunjukan gambaran pendapatan. Pendapatan yang 
didapat dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat 
ukur kinerja yang dapat diterima. 
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.  
Bastian (2006:120) dalam Aulia (2019:51) menyatakan beberapa 
masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain:  
1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal 
dilakukan oleh individu yang mencatat.  
2. Keterkaitan akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dihubungkan 
dengan nilai historis dan inflasi.  
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual 
membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga 
biaya administrasi menjadi mahal.  
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. 
d) Indikator Standar Akuntansi Pemerintah 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar 
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan indikator sebagai 
berikut : 
1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Laporan 
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 




oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
membuat keputusan. 
2. PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. 
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-
LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. 
3. PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah 
bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi 
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang 
diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. 
4. PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas 
laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas 
laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas suatu 
pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan 
perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus 




5. PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan. Persediaan diakui pada 
saat diterima atau hak milik berpindah dan mempunyai nilai yang 
dapat diukur dengan andal.  
6. PSAP No 6 tentang Akuntansi Investasi. Suatu pengeluaran kas 
atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah 
satu kriteria sebagai berikut: 
a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat social atau jasa 
potensial dimasa mendatang atas suatu investasi tersebut dapat 
diperoleh oleh pemerintah. 
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui 
sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan 
sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan 
pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang 
diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 
7. PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap. Klasifikasi aset tetap 
adalah tanah, mesin, bangunan, peralatan. Aset tetap diakui pada 
saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 
dapat diukur secara andal. Untuk dikatakan aset tetap maka harus 
memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 




dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas diperolehan 
dengan maksud digunakan. 
8. PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan. 
Konstruksi dalam pengerjaan mencangkup tanah, bangunan dan 
gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta aset 
tetap lainnya yang proses pembangunannya membutuhkan waktu 
tertentu dan belum selesai. 
9. PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban. Suatu kewajiban yang 
diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan 
kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban 
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan 
andal.  
10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan. Koreksi adalah tindakan 
pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan 
dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode 
berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 




dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode 
berjalan. 
11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi. Laporan 
keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Laporan Operasional 
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas 
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 
untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam satu 
periode pelaporan. Unsur yang mencangkup dalam laporan 
operasional adalah pendapatan-Laporan Operasional, beban, 
transfer, dan pos-pos luar biasa. 
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
a) Pengertian Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
 Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan 
keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah 




dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya 
peraturan perundang-undangan.  
 Menurut Halim (2015:207) Sistem pengendalian internal 
merupakan proses yang dilaksanakan oleh beberapa dewan komisaris, 
manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 
keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan 
keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap 
hukum yang berlaku.  
 Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) yaitu sebuah proses untuk memberikan 
keyakinan yang diciptakan oleh manajemen dalam pencapaian 
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. 
 Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat 
untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang pada dalam 
perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
keakuratan laporan keuangan perusahaan, kelancaran operasi 
perusahaan dan untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan 
manajemen (Sujarweni,2016:69). 
 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem 




sebuah manajemen dengan cara mengawasi, mengarahkan, dan 
mengukur sumber daya suatu organisasi secara menyeluruh dalam 
mencapai efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencegah 
terjadinya penggelapan (Fraud). 
b) Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).  
 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa tujuan 
SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: 
1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintah negara.  
 Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah 
ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Istilah efisien biasanya 
dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. 
Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan 
produksi yang berkualitas tinggi dengan sumber daya yang sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. 
2. Keandalan Laporan Keuangan.  
 Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi 




keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan 
kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau dapat 
dipercaya dengan diartikan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya.  
3. Pengamanan aset negara.  
 Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting bagi 
pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan 
aset akan berakibat dengan mudahnya terjadi pencurian, 
penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap 
aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada 
gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. 
Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukan dengan 
kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, 
data dan informasi, penyediaan petugas keamanan dan sebagainya.  
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 Setiap kegiatan dan transaksi merupakan perbuatan hukum, 
sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus 
taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan yang 
melanggar hukum akan mendapat sanksi pidana dan perdata yang 




keempat tujuan yang sudah dijelaskan diatas oleh peneliti tidak 
perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang 
secara terpisah-pisah untuk mencapai satu tujuan. 
c) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut PP 
Nomor 60 Tahun 2008 yaitu : 
1. Lingkungan Pengendalian 
 Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap 
organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel 
organisasi mengenai pengendalian. Lingkungan menurut PP 
Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian meliputi: 
a. Penegakan integritas dan nilai etika 
b. Komitmen terhadap kompetensi  
c. Kepemimpinan yang kondusif  
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan  
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat  
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan sumber daya manusia 





h. Hubungan kerja dengan instansi pemerintah yang baik. 
2. Penilaian Resiko 
 Penilaian risiko merupakan kegiatan untuk mengelola berbagai 
resiko dalam organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Penilaian resiko menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari: 
a. Analisis Resiko  
Analisis resiko dilaksanakan untuk penentuan dampak dari 
resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan 
instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang 
dapat diterima. 
b. Identifikasi Resiko  
Identifikasi resiko dilakukan dengan cara: 
a. Penggunaan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi 
pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 
komprehensif. 
b. Penggunaan mekanisme yang memadai untuk mengenali 
resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. 
c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. 




 Kegiatan pengendalian adalah prosedur yang dibuat oleh 
instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan organisasi 
berjalan dengan efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan 
organisasi. Kegiatan pengendalian instansi terdiri dari: 
a. Review atas kinerja pemerintah yang bersangkutan  
b. Pembinaan sumber daya manusia  
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi  
d. Pengendalian fisik atas aset  
e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja 
f. Pemisahan fungsi  
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting  
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 
kejadian yang penting  
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya  
j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta 
transaksi dan kejadian penting  
4. Informasi dan Komunikasi 
 Informasi disajikan dalam bentuk tertentu serta tepat waktu 
sehingga memungkinkan pimpinan instansi melaksanakan 
pengendalian dan tanggungjawabnya. Komunikasi atas informasi 




komunikasi atau memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
komunikasi, mengelola mengembangkan dan memperbaharui 
sistem informasi secara terus menerus.  
5. Pemantauan 
 Pemantauan adalah kegiatan atau prosedur mengamati 
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul 
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sendiri 
mungkin. 
d) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
 Dengan adanya sistem pengendalian internal tidak adanya 
kemungkinan peluang terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Sebaik 
apapun sistem pengendalian itu dirancang pasti ada keterbatasan atau 
kelemahan atas sistem pengendalian internal organisasi tersebut. 
Kelemahan atau keterbatasan pengendalian internal tersebut yaitu : 
a. Pertimbangan yang kurang matang 
 Suatu keputusan diambil oleh manajemen dengan 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang 
mencangkup informasi yang tersedia, waktu yang ada, dan 
variabel lain dari intern maupun eksternal. Tetapi kenyataan 




diambil dengan kondisi keterbatasan waktu dan informasi akan 
memberikan hasil yang kurang matang disbanding dengan apa 
yang diharapkan. 
b. Kesalahan dalam menerjemahkan perintah 
 Walaupun pengendalian intern dirancang dengan sebaik 
mungkin pasti ada kegagalan yang terjadi didalan organisasi 
tersebut. Misalnya adanya pegawai yang salah menerjemahkan 
atas apa yang diperintah. Kesalahan tersebut disebabkan karena 
kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Akan lebih besar 
terjadi suatu kegagalan jika kesalahan dalam menerjemah suatu 
perintah dilakukan oleh piminan suatu organisasi. 
c. Mengabaikan Manajemen 
 Suatu pengendalian intern dapat berjalan efektif apabila 
semua pihak atau unsur didalamnya suatu organisasi 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Meskipun suatu 
organsasi memiliki sistem pengendalian yang memadai, 
pengendalian tersebut tidak akan mencapai tujuannya jika 
pegawai atau pimpinan mengabaikan pengendalian. 
d. Adanya Kolusi 
 Kolusi merupakan salah satu ancaman dari 




dilakukan pemisahan, namun jika pegawainya melakukan 
suatu kecurangan untuk kepentingan pribadi, maka 
pengendalian sebaik apapun tidak dapat menceghah terjadinya 
suatu tindakan yang merugikan organisasi.  
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
a) Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Menurut Saputra (2015:7) Kompetensi sumber daya manusia 
mancangkup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, 
suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara 
efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk 
mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) 
dan hasil-hasil (outcome). 
 Dalam bukunya Meldona (2009:15) menyatakan Sumber Daya 
Manusia diartikan sebagai “sumber” dari kekuatan yang berasal dari 
manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. 
 Sumber Daya Manusia adalah orang yang siap, mau, dan 
mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan 
organisasional (Hullah, dkk, 2012) dalam Agung & Gayatri (2018). 
 Dengan demikian penulis merumuskan bahwa Kompetensi 




keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan 
(ability) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
 Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan 
sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan sumber daya manusia 
yang berada ada didalamnya. Dalam organisasi publik, peran sumber 
daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maka dari itu,untuk pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang 
mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam 
pekerjaannya. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang 
pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. 
b) Karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM)  
 Meldona (2009:28) dalam Aulia (2019:40) menjelaskan bahwa 
setiap organisasi termasuk sebuah perusahaan menetapkan sebuah 
tujuan-tujuan yang ingin mereka capai dalam mengelola sumber daya 
manusia. Yang diinginkan organisasi sektor pemerintahan dalam 
bidang sumber daya manusia tentunya adalah agar setiap saat 
“memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti 




merealisasikan visi dan mencapai tujuan-tujuannya”. Ciri-ciri atau 
karakteristik sumber daya manusia yang kompeten:  
a. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas tanggungjawabnya. 
b. Memiliki pengetahuan yang diperlukan, terkait dengan 
pelaksanaan tugasnya secara penuh. 
c. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya 
karena mempunyai keahlian yang diperlukan. 
d. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan 
orang lain, dapat dipercaya, dan loyal. 
 Dalam sektor publik, pengelolaan keuangan merupakan salah satu 
yang berkaitan langsung dengan keuangan organisasi baik dalam 
mencatat, menyusun, mengelola, maupun menghasilkan laporan 
keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, 
maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem 
akuntansi sangatlah penting. Begitu pula pada entitas pemerintah, 
untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 
berkualitas, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berlatar 
belakang dan memahami bidang akuntansi dan kompetensi dalam 
akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasional tentang 
pemerintahan. 




 Hutapea dan Thoha (2008: 8) dalam Ahsani (2016:34) 
mengungkapkan bahwa ada 3 aspek utama pembentukan kompetensi 
sumber daya manusia, yaitu:  
a) Pengetahuan (knowledge) 
 Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang 
untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang 
kompleks. Seorang pegawai yang memiliki kemampuan 
pengetahuan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja dan 
kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. 
b) Keterampilan (Skill) 
 Ketrampilan merupakan suatu ilmu yang secara lahiriah ada 
didiri manusia, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam untuk 
mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya. Ketrampilan dapat 
dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman dengan 
melaksanakan beberapa tugas. Misalnya keterampilan bekerja 
sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara 
individu atau kelompok. Ketrampilan ini sangat diperlukan bagi 
pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena 
ketrampilan ini sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, 
memotivasi, dan mendelegasi. 




 Perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari seseorang 
dalam melaksanakan tugas, misalnya dalam bidang akuntansi 
seseorang bekerja dengan mengedepankan kode etik seoranga 
kuntan. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi 
tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif, 
dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia 
tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 
hal-hal yang harus dikerjakan. 
d) Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia  
 Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia 
mereka memiliki kompeten yang handal dan unggul, sehingga mampu 
mendongkrak kinerja organisasi. Adapun identifikasi faktor-faktor 
determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto 
(2015:54) ada tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk 
kompetensi, yaitu:  
1. Kepercayaan dan nilai 
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu 
sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 
seseorang. Seseorang yang memiliki kepercayaan dan 
nilai diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak 




baru dan menantang bagi dirinya. Maka dari itu, hal 
ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, 
karena nilai dan kepercayaan seringkali menjadi 
karakter, pandangan, atau identitas seseorang. 
Kompetensi berakar pada budaya organisasi. Budaya 
organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan 
seseorang. 
2. Ketrampilan / Keahlian  
 Aspek ini memegang peran penting dalam 
membentuk kompetensi. Misalnya, keahlian 
komunikasi adalah ketrampilan yang dapat dipelajari, 
dipraktekan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga 
dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan, dan umpan 
balik. Dengan memperbaiki kemampuan komunikasi 
dan ketrampilan menulis, seseorang secara tidak 
langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi 
komunikasinta. Pengembangan keahlian khusus yang 
berhubungan dengan komunikasi akan berdampak 






3. Pengalaman  
 Pengalaman merupakan elemen penting dalam 
membentuk pengusaan kompetensi seseorang 
terhadap tugas. Seseorang dengan jumlah pengalaman 
tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi 
yang kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi 
manajerialnya dibandingkan dengan seseorang yang 
tidak mempunyai pengalaman. Akumulasi 
pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam 
diri orang akan menjadikan seseorang memiliki 
kompetensi yang tidak disadarkan dalam sirinya, atau 
akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang. 
4. Karakteristik Personel  
 Karakteristik kepribadian seseorang turut 
berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. 
Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan 
negosiasi yang memiliki sifat penyabar. Kompetensi 
membangun hubungan dan komunikasi dengan tim 
kerja dari orang yang memiliki sofat introvert akan 




karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi 
cenderung lebih sulit. 
5. Motivasi  
 Motivasi seseorang terhadap sesuatu pekerjaan 
atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang 
dicapai. Motivasi merupakan faktor kompeten yang 
sangat penting. Dorongan, penghargaan, pengakuan, 
dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh 
terhadap motivasi seseorang.  
6. Isu-isu emosional  
 Hambatan dan blok-blok emosional seringkali 
dpaat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan 
membuat kesalahan, perasanaan malu, perasaan tidak 
suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, 
pengalaman masa lalu yang negatif sangat 
berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi 
seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat 
diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang 
positif, terapi, dan mendorong seseorang agar 





7. Kapasitas Intelektual  
 Kapasitas intelektual seseorang akan 
berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. 
Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, 
seperti berfikir konseptuak dan berfikir analitis antara 
satu sama lain akan membedakan kompetensi 
seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi 

















B. Studi Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 
bahan acuan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Penelitian-penelitian Terdahulu 


















Hasil penelitian ini: Gaya 
Kepemimpinan, Kompetensi 
Sumber Daya Manusia, Sistem 
Pengendalian Internal, 
Komitmen Organisasi dan 
PemanfaatanTeknologi 
Informasi berpengaruh positif 
dan signifikan Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan 
Daerah Kabupaten Karangasem. 













Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah, Sistem 
Pengendalian Intern dan 
Kompetensi Sumber Daya 
Manusia berpengaruh terhadap 
















Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa : standar akuntansi 
pemerintah berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan 
keuangan, sedangkan sistem 
pengendalian intern dan 
kompetensi staf akuntansi 
berpengaruh negatif terhadap 
kualitas laporan keuangan pada 
















Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa : sistem pengendalian 
intern berpengaruh negatif 
terhadap kualitas laporan 
keuangan dan untuk sistem 
akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan pada 












Sektor Publik Kota 
Padang 
Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa : kompetensi sumber 
daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi akuntansi 
berpengaruh negatif dan 
signifikan dan pengawasan 
tidak berpengaruh  terhadap 
kualitas laporan keuangan 























Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa: Sumber Daya Manusia, 
Sistem Pengendalian Intern, 
Pemahaman Basis Akrual 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 















Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Efektivitas Penerapan 
SAP, Kompetensi SDM, dan 
Sistem Pengendalian Internal 
terbukti berpengaruh positif 















Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Kompetensi Sumber 
Daya Manusia, Pemahaman 
Standar Akuntansi Pemerintah, 
dan Sistem Pengendalian 
Internal berpengaruh positif 
terhadap Kualitas Laporan 






















(Studi Pada SKPD 
Kabupaten Sleman) 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan 













(Studi Pada SKPD 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah)  
Hasil Penelitian menunjukan 
bahwa Kompetensi Sumber 
Daya Manusia, Teknologi 
Informasi, Rekonsiliasi dan 
Sistem Pengendalian Intern 
berpengaruh signifikan terhadap 

















Empiris Pada SKPD 
Provinsi Riau) 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah, 
dan Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
berpengaruh signifikan positif 
terhadap Kualitas Laporan 




















(Studi Pada SKPD 
Kota Pariaman) 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah, Kompetensi 
Sumber Daya Manusia, Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah, 
dan Pengawasan Fungsional 
berpengaruh positif terhadap 
Efektifitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota 
Pariaman. 
 Sumber : Penelitian Terdahulu 
 Dari tabel studi penelitian terdahulu tentang Kualitas Laporan 
Keuangan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dalam penelitian Tut 
Madiguna Agung, Gayatri (2018) menggunakan variabel independen Gaya 
Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian 
Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 
Sedangkan pada penelitian Ade Saputra (2015) menggunakan variabel 
independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian 
Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dan pada penelitian Gita 
Desipradani, dkk (2018) menggunakan variabel independen Standar 
Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf 
Akuntansi. Perbedaan dalam  penelitian ini peneliti menggabungkan dari 
ketiga variabel independen tersebut yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, 




Manusia. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 
dan objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Tegal pada tahun 2020.  
C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-
teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 
dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel 
yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya 
digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2016: 61). Kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Pemerintah sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus menetapkan strategi 
tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak 
prinsipalnya. Pihak prinsipal mengingkankan hasil kinerja yang baik dari 
agen, dan kinerja tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan 
terbaik. Untuk menyusun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang 
baik sangat dipengaruhi oleh pemahaman basis akrual. Pemahaman Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik akan berpengaruh pada kualitas 




yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya, 
sehingga informasi yang ada didalam laporan keuangan menjadi sangat akurat 
dan minimalisir kesalahan.  
Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal 
pemerintah. Lemahnya pengendalian internal menyebabkan tidak dapat 
terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti 
audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Sistem 
pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan 
merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang 
memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang 
mempunyai nilai informasi. Semakin baik pengendalian intern suatu entitas 
tentu akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, 
dikarenakan segala sesuatunya dapat diawasi sehingga tidak menyimpang dari 
standar yang telah ditetapkan. 
Kompetensi adalah suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 
ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber Daya Manusia diartikan sebagai 
“sumber” dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat 
didayagunakan oleh organisasi. Kompetensi sumber daya manusia yang 




dalam pelaporan keuangan pemerintah. Oleh Karena itu, sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi sangat 
berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar laporan 
yang dihasilkan berkualitas jika tidak memiliki kompetensi akuntansi maka 





 H2  
 H3 
  
 Sumber : Dari berbagai jurnal serta dikembangkan untuk penelitian 
D.  Perumusan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah telah ditanyakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan (Sugiyono, 2016 : 64). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas 
dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut: 
Standar Akuntansi Pemerintah 
(X1) 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (X2) 









H1 : Terdapat pengaruh positif Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal 
H2 :Terdapat pengaruh positif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal 
H3 : Terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia 




















A. Pemilihan Metode 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 8) “metode 
kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
ditetapkan”. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di Kota Tegal. Pemerintahan Daerah Kota Tegal yang beralamat di 
Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal.   
C. Metode Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 staff keuangan 
atau bendahara. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 OPD yang 
meliputi dinas, badan, dan kantor di Pemerintahan Kota Tegal yang 






Tabel 3.1  Daftar Populasi 
No Populasi 
1. Inspektorat Kota Tegal 
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 
Kota Tegal 
3. Bappeda Kota Tegal 
4. Badan Keuangan Daerah Kota Tegal (BAKUDA) Kota Tegal 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Tegal 
7. DPPKBP2PA Kota Tegal 
8. Disperkim Kota Tegal 
9. Dinas Kominfo Kota Tegal 
10. Dinas Arpusda Kota Tegal 
11. Satpol PP Kota Tegal 
12. Dinas Perhubungan Kota Tegal 
13. Dinas Kesehatan Kota Tegal 
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tegal 
15. Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Tegal 
16. Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kota Tegal 







18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal 
19. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal 
20. Dinas Sosial Kota Tegal 
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal 
22. Kantor KesbangpolLinmas Kota Tegal 
23. Sekretariat DPRD Kota Tegal 
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal 
25. Kecamatan Tegal Timur  
26. Kecamatan Tegal Barat  
27. Kecamatan Tegal Selatan  
28. Kecamatan Margadana 
29. Bagian Umum Setda Kota Tegal 
30. Bagian Perekonomian Setda Kota Tegal 
31. Bagian Pemerintahan & Kerjasama Daerah Setda Kota Tegal 
32 Bagian Organisasi Setda Kota Tegal 
33. Bagian Pembangunan Setda Kota Tegal 
34 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tegal 
35. Bagian Hukum Setda Kota Tegal 
36. Bagian Humas & Protokol Setda Kota Tegal 
              Sumber: data olahan peneliti 
2. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono,2016:81). Teknik pengambilan sampel 




jenuh. Menurut Sugiyono (2016:85) sampel jenuh yaitu teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun 
jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah semua anggota 
populasi yang berjumlah 72 orang. 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Kualitas Laporan Keuangan (Y) 
 Supriyadi, Suwanda, & Manghayu (2017, 21) mendefinisikan 
laporan keuangan pemerintah daerah yakni salah satu wujud bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan 
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional 
pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat 
dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Kualitas 
laporan keuangan adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat 
mencapai tujuannya. Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu relevan, andal, dapat 
dibandingkan, dan dapat dipahami.  
b. Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 
 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010:3) dalam (Lamonisi, 
2016: 225) menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi 




terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau dibayar. SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan indikator standar 
akuntansi pemerintah yang terdiri dari PSAP No.1 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan, PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, 
PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No. 4 tentang Catatan 
Atas Laporan Keuangan, PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan, 
PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi, PSAP No. 7 tentang 
Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi 
dalam Pengerjaan, PSAP No 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 
No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, PSAP No. 11 tentang Laporan 
Keuangan Konsolidasi, PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.  
c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) 
 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah didefinisikan sebagai 
suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 
daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan 
pendeteksian penggelapan (Fraud) (Pradono & Basukianto, 
2015:191). Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur 




2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan 
Pengendalian, Informasi dan Komunikasi. 
d. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) 
 Menurut haversi (2005) dalam siska & sari (2016) kompetensi 
adalah suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan 
(skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber Daya Manusia diartikan 
sebagai “sumber” dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia 
yang dapat didayagunakan oleh organisasi (Meldona 2009:15). 
 Jadi Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah orang atau manusia 
yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan 
kemampuan (ability) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga 
dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
 Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 3 
indikator menurut Hutapea dan Thoha (2008: 8) dalam ahsani (2016) 









2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 






1. Relevan a. Dapat memberikan informasi di masa 
lampau 
b. Dapat menyelesaikan dengan tepat waktu 
c. Bisa untuk pengambilan keputusan 
Skala 
Interval  
2. Andal  a. Informasi sesuai dengan keadaan / jujur 
b. Informasi tidak menyesatkan 






a. Dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya 
b. Penyusunan laporan keuangan 













a. Menggunakan basis akrual untuk 
mengakui aset dan kewajiban 
b. Menggunakan basis kas untuk mengakui 
pendapatan dan belanja 
Skala 
Interval 




a. Penerimaan pembiayaan 
b. Pengeluaran kas diakui sebagai belanja 
Skala 
Interval 
3.PSAP No. 3 
(Laporan 
Arus Kas) 
a. Menyusun laporan arus kas 
b. Melaporkan arus kas operasi 
menggunakan metode langsung 
Skala 
Interval 

















5.PSAP No. 5 
(Akuntansi 
Persediaan) 
a. Mengakui persediaan 




6.PSAP No. 6 
(Akuntansi 
Inventaris) 
a. Mengakui kas sebagai inventaris dan nilai 
inventaris dapat diukur.  




7.PSAP No. 7 
(Akuntansi 
Aset Tetap) 
a. Mencatat aset tetap dan 
mengklasifikasikan aset tetap. 
Skala 
Interval  





a. Mengungkap informasi akuntansi 
konstruksi dalam pengerjaan dan 
memindahkan konstruksi ke aset tetap. 
Skala 
Interval  
9.PSAP No. 9 
(Akuntansi 
Kewajiban) 





a. Melakukan koreksi terhadap pembetulan 
tiap pos-pos laporan keuangan. 
b. Melakukan koreksi terhadap kesalahan 







a. Menyajikan laporan keuangan konsolidasi.  

















a. Adanya  SOP 





a. Penentuan batas dan penentuan toleransi 
b. Menerapkan pengendalian intern dan 
manajemen terhadap risiko 












a. Adanya bukti-bukti transaksi 











a. Pemeriksaan secara mendadak 










a. Dapat memahami PP No. 71 Tahun 2010 
dan PP No. 8 Tahun 2006 





a. Dapat menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintahan 
b. Mengikuti pelatihan 
Skala 
Interval  
3. Perilaku a. Berperilaku sesuai etika dan kode etika 
akuntan 




Sumber : Data Olahan, 2020 
E. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (Sugiyono: 2016:137). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut  : 
1. Kuesioner Angket 
Metode pengumpulan data kuesioner merupakan suatu mekanisme 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 




jawabnya. Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
ditinjau dari cara menjawabnya kuesioner ini menggunakan kuesioner 
tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang sudah disediakan 
jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawabannya (Sugiyono, 
2016:142). Kuesioner disertai dengan surat izin melakukan penelitian pada 
instansi tersebut. Setelah 1 minggu kuesioner akan diambil kembali oleh 
peneliti. Dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor tiap item 
jawaban dengan skala likert yaitu menggunakan 5 angka penilaian : 1. 
Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS) 3. Netral (N), 4. Sering 
(S) dan 5. Sangat Sering (SS). 
2. Studi Kepustakaan 
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
yang berupa teori dari buku, literatur,dan bahan tulisan lain yang 
berhubungan dengan penelitian yang berasal dari perpustakaan. 
F. Metode Pengolahan  Data  
Proses merubah data mentah menjadi informasi yang dapat 
diinterpretasikan lebih lanjut, pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 







G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan 
hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik. 
1. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2016: 52) Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil 
uji validitas masing-masing indikator variabel terhadap total skor 
konstruk untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal, menunjukkan hasil yang signifikan 
yaitu jika r hitung ≥ r tabel (0,000 ≥ 0,05). Maka item pertanyaan 
berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid). Jika r hitung < r tabel 
(0,000< 0,05) maka item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan 





b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang 
merupakan indikator dari indikator dan variabel atau konstruk. Suatu 
kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
1) Repeated Measure, artinya dimana seseorang akan dikasih 
pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda, dan dilihat 
apakah dia tetap konsisten dengan jawabannya atau berbeda. 
2) One Shot, artinya pengukuran yang dilakukan satu kali dan hasilnya 
akan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 
antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 2016 :48). 
2. Statistik Deskriptif 
Menurut (Sugiyono, 2016 : 147) pengertian statistik deskriptif adalah 
statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 







3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Ghozali (2016: 154) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F 
menggambarkan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 
asumsi ini dilanggar maka uji statistik akan menjadi tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 
normal atau tidak yaitu dengan cara Uji statistik. Uji statistik dapat 
dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-
S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 
H0 : Data residual berdistribusi normal 
HA : Data residual berdistribusi tidak normal 
b. Uji Multikolinearitas 
Ghozali (2016: 103) menyebutkan bahwa uji multikoliniearitas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang bagus 
sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila 
variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 
tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen 




Multikoliniearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance 
Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan setiap variabel 
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Di dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
variabel dependen (terikat) dan regresi terhadap variabel independen 
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka 
nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 
VIF=1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikoliniearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10.  
Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance 
dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Jika nilai VIF lebih dari angka 10 atau nilai tolerance kurang dari 
0.10 maka dikatakan terjadi gejala multikolinearitas. 
2. Jika nilai VIF kurang dari angka 10 atau nilai tolerance kurang dari 
0.10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. (Ghozali, 
2016:104). 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Ghozali (2016:93) menyatakan bahwa analisis regresi 




terhadap variabel terikat (dependen). Regresi linier dikelompokkan 
menjadi 2 kelompok yaitu regresi linier sederhana dan berganda. 
Berhubung dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda, maka analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari 
satu independen variabel terhadap dependen variabel.  
Rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  
Dimana: 
Y  = Kualitas Laporan Keuangan  
a   = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi untuk variabel independen SAP  
b2 = Koefisien regresi untuk variabel independen SPIP  
b3 = Koefisien regresi untuk variabel independen kompetensi sumber 
daya manusia    
X1 = Standar Akuntansi Pemerintah  
X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
X3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia 
5. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 
Menurut Ghozali (2016:112) Uji statistik t pada dasarnya 




dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistik t dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
1) Nilai signifikan < 0,025 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2) Nilai signifikan > 0,025 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap  variabel dependen. 
6. Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2016: 97) koefisien determinasi (R2) pada intinya 
mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 
satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif 
rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 
pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (time series) biasanya 




Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. 
Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak 
peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 
menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi makna model 
regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Tegal  
1. Sejarah Kota Tegal  
Kota Tegal berdiri pada tanggal 12 April 1580 pada saat Ki Gede 
Sebayu diangkat sebagai juru demung di Tegal oleh Bupati Pemalang. 
Hari, tanggal, dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung 
itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan daerah No. 5 
Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988. Nama Tegal sendiri berasal dari nama 
Tategal yang artinya tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman 
pertanian. Terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa nama Tegal 
berasal dari kata Teteguall yang diberikan oleh seorang pedagang asal 
Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 
1500-an. 
Secara geografis, Kota Tegal terletak diantara 109°08 '–109°10' Bujur 
Timur dan 6°50 '– 6°53' Lintang Selatan di bagian barat laut Provinsi Jawa 
Tengah, dengan wilayah seluas 39.68 Km² atau kurang lebih 3.968 
Hektar. Dan secara administrasi wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 
Kecamatan dan 27 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 




Kota Tegal adalah 38.50 Km²  Hektar. Namun secara Defacto luas 
wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak tanggal 23 Maret 2007 
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes 
Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa, sehingga luas wilayah 
Kota Tegal menjadi 39.68 Km² atau 3.968 Hektar.  
2. Visi dan Misi Kota Tegal 
a. Visi  
Visi Kota Tegal yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang 
Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin 
dan Inovatif”. 
b. Misi  
Misi Kota Tegal sebagai berikut : 
1) Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Profesional, Akuntabel, 
Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi. 
2) Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih 
agamis, aman kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-
hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan 
gender.  
3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, 




4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan 
hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan 
yang berorientasi pada energi terbarukan. 
5) Meningkatkan Kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah 
serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi 
kreatif. 
6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni 
budaya. 
3. Struktur Organisasi Kota Tegal 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tegal  
 





B. Hasil Penelitian  
1. Deskriptif Data  
Populasi dalam penelitian ini adalah 2 Staff  Keuangan/Bendahara 
pada 36 OPD yang meliputi dinas, badan, dan kantor di Pemerintahan 
Kota Tegal yang berjumlah 72 orang. Sesuai dengan metode pengambilan 
sampel yaitu menggunakan sampel jenuh maka sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 72 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menyebar kuesioner pada setiap dinas, badan, dan kantor yang 
berjumlah 36 OPD. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 25 April 
2020 – 25 Mei 2020. Distribusi mengenai penyebaran kuisioner disajikan 
dalam tabel sebagai berikut:  
Tabel 4.1  
Distribusi Penyebaran Kuesioner  







1. Inspektorat Kota Tegal  2 2 
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 
Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal  
2 2 
3. Bappeda Kota Tegal  2 2 
4. Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) 2 2 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal 2 2 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
2 2 





7. DPPKBP2PA Kota Tegal 2 2 
8. Disperkim Kota Tegal  2 2 
9. Dinas Kominfo Kota Tegal  2 2 
10. Dinas Arpusda Kota Tegal  2 2 
11. Satpol PP Kota Tegal 2 2 
12. Dinas Perhubungan Kota Tegal 2 2 
13. Dinas Kesehatan Kota Tegal 2 2 
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Kota Tegal 
2 2 
15. Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM 
Kota Tegal 
2 2 
16. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 
Tegal 
2 2 
17. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan 
Pangan Kota Tegal 
2 2 
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tegal 
2 2 
19. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal 2 2 
20. Dinas Sosial Kota Tegal  2 2 
21. Dinas Kependudukan dan Olahraga dan 
Pariwisata Kota Tegal 
2 2 
22. Kantor Kesbangpol Linmas Kota Tegal 2 2 
23. Sekretariat DPRD Kota Tegal 2 2 
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Tegal 
2 2 
25. Kecamatan Tegal Timur   






27. Kecamatan Tegal Selatan 2 2 
28. Kecamatan Margadana 2 2 
29. Bagian Umum Setda Kota Tegal 2 2 
30. Bagian Perekonomian Setda Kota Tegal 2 2 
31. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah 
Setda Kota Tegal 
2 2 
32. Bagian Organisasi Setda Kota Tegal 2 2 
33. Bagian Pembangunan Setda Kota Tegal 2 2 
34. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 
Tegal 
2 2 
35. Bagian Hukum Setda Kota Tegal 2 2 
36. Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Tegal 2 2 
Total 72 72 
  Sumber: Olahan Data Tahun 2020 
Dari 72 (100%) kuesioner yang disebar, 72 (100%) kuesioner 
diterima kembali. Dari kuesioner yang diterima kembali, data yang 
diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis. Berikut 
karakteristik responden yang telah menjawab pertanyaan disajikan dalam 








a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
No. Jenis Kelamin Jumlah Orang Presentase 
1. Laki-Laki  38 53% 
2. Perempuan  34 47% 
Jumlah 72 100% 
Sumber: Olahan Data Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
laki-laki mendominasi menjadi pegawai bagian keuangan pada 
OPD Kota Tegal yaitu terdapat 34 orang pegawai perempuan atau 
47% dan pegawai laki-laki berjumlah 38 orang atau 53%. 
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
No. Tingkat Pendidikan Jumlah  Presentase  
1. Sarjana (S2) 4 6% 
2. Sarjana (S1) 41 57% 
3. Diploma  14 19% 
4. SMU 13 18% 
Jumlah 72 100% 




Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa 
tingkat pendidikan responden hampir seluruhnya sudah 
melampaui persyaratan minimal untuk menduduki jabatan bidang 
keuangan, diantaranya Sarjana Strata 2 berjumlah 4 orang atau 
6%, Strata 1 berjumlah 41 orang atau 57%, Diploma berjumlah 14 
orang atau 19%, dan SMU berjumlah 13 orang atau 18%. 
c. Klasifikasi Responden Menurut Masa Kerja  
Tabel 4.4 
Profil Responden Menurut Masa Kerja  
No. Masa Kerja  Jumlah Orang  Presentase 
1. 1-5 Tahun  7 10% 
2. 6-10 Tahun 22 31% 
3. 10-15 Tahun  16 22% 
4. >15 Tahun 27 28% 
Jumlah  72 100% 
Sumber: Olahan Data Tahun 2020 
 Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa masa 
kerja responden berbeda-beda, diantaranya untuk tahun 1-5 tahun 
menduduki jabatan terbanyak yaitu 7 orang atau 10%, 6-10 tahun 
berjumlah 22 orang atau 31%, untuk tahun 10-15 tahun berjumlah 





2. Analisis Data dan Pengujian Data  
a. Hasil Uji Kualitas Data  
1. Hasil Uji Validitas  
Menurut Ghozali (2016:52) Uji Validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada Uji 
validitas ini diambil responden sejumlah 72 orang pegawai. 
Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik 
korelasi product moment pada level of significant 5% (0,05) 
dengan derajat kebebasan (n-2) r tabel = 0,2319. Dengan ketentuan 
r hitung > r tabel maka item pertanyaan tersebut valid dan apabila r 
hitung < r tabel maka item pertanyaan tersebut tidak valid, juga 
apabila nilai r hitung dari item pertanyaan tersebut negatif maka 
tidak valid. Adapun hasil perhitungan SPSS vs 24 untuk tiap item 
pertanyaan adalah sebagai berikut:  
Tabel 4.5 













y1 0,500 0,2319 Valid  
y2 0,605 0,2319 Valid  
y3 0,790 0,2319 Valid  
y4 0,738 0,2319 Valid  
y5 0,664 0,2319 Valid  







y7 0,717 0,2319 Valid  
y8 0,695 0,2319 Valid  





x11 0,659 0,2319 Valid  
x12 0,419 0,2319 Valid  
x13 0,558 0,2319 Valid  
x14 0,660 0,2319 Valid  
x15 0,724 0,2319 Valid  
x16 0,573 0,2319 Valid  
x17 0,720 0,2319 Valid  
x18 0,682 0,2319 Valid  
x19 0,711 0,2319 Valid  
x110 0,661 0,2319 Valid  
x111 0,623 0,2319 Valid  
x112 0,598 0,2319 Valid  
x113 0,470 0,2319 Valid  
x114 0,649 0,2319 Valid  
x115 0,740 0,2319 Valid  
x116 0,772 0,2319 Valid  
x117 0,551 0,2319 Valid  
x118 0,549 0,2319 Valid  






x21 0,581 0,2319 Valid  
x22 0,805 0,2319 Valid  
x23 0,843 0,2319 Valid  
x24 0,808 0,2319 Valid  
x25 0,714 0,2319 Valid  
x26 0,643 0,2319 Valid  
x27 0,740 0,2319 Valid  
x28 0,747 0,2319 Valid  
x29 0,755 0,2319 Valid  












x31 0,423 0,2319 Valid  
x32 0,305 0,2319 Valid  
x33 0,332 0,2319 Valid  
x34 0,531 0,2319 Valid  
x35 0,447 0,2319 Valid  
x36 0,337 0,2319 Valid  
Sumber: Olah Data SPSS Versi 24 
2. Hasil Uji Reliabilitas  
Untuk menguji keandalan kuesioner maka digunakan uji 
reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 
kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seorang terhadap pernyataan adalah konsisten apabila dilakukan 
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 
alat ukur yang sama. Kriteria pengukuran uji reliabilitas dilakukan 
dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja yakni suatu 
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha> 
0,7 dengan ketentuan apabila r hitung > nilai cronbach alpha maka 
item pertanyaan tersebut reliabel dan apabila r hitung < nilai 







Tabel 4.6  











0,861 0,7 Reliabel  
Standar Akuntansi 
Pemerintah  
0,908 0,7 Reliabel  
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah  
0,906 0,7 Reliabel  
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia  
0,776 0,7 Reliabel  
Sumber : Olah Data SPSS Versi 24 
Dari hasil perhitungan uji reliabilitas, variabel Standar 
Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh nilai 
reliabilitas lebih besar bila dibandingkan nilai cronbach alpha 
yaitu 0,7. artinya instrumen variabel Standar Akuntansi 
Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Kualitas Laporan 
keuangan Pemerintah Daerah (Y) dinyatakan reliabel.  
b. Statistik Deskriptif  
Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 




sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Pada 
penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah minimum, 
nilai maksimum, rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar 
deviasi) dengan N merupakan sampel atau banyaknya responden 
dalam penelitian. Analisis deskriptif semua variabel yang digunakan 
dalam model disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SAP 72 67 95 80.13 7.176 
SPIP 72 35 50 42.85 4.408 
SDM 72 18 25 21.17 1.343 
Laporan Keuangan 72 33 45 39.24 3.721 
Valid N (listwise) 72     
Sumber: Olah Data SPSS Versi 24 
Tabel 4.7 diatas menunjukan statistik deskriptif dari variabel-
variabel yang diteliti. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 
memiliki nilai minimum sebesar 67, nilai maksimum sebesar 95, 
rata-rata sebesar 80,13, dan standar deviasi sebesar 7,176. Variabel 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai 
minimum sebesar 35, nilai maksimum sebesar 50, rata-rata sebesar 




Sumber Daya Manusia memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai 
maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 21,17, dan standar deviasi 
sebesar 1,343. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 
sebesar 45, rata-rata sebesar 39,24, dan standar deviasi sebesar 
3,721. 
c. Hasil Uji Asumsi Klasik  
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukan 
hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif), maka model 
tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi: 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa uji normalitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Seperti 
diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Cara yang digunakan untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan uji statistik.  
a. Uji Parsial (Uji t) 
Uji statistik yang digunakan yaitu menggunakan uji 




jika nilai sig (signifikansi) > 0,05 maka data berdistribusi 
normal dan apabila nilai sig (signifikansi) < 0,05 maka data 
tidak berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2016:158) uji K-
S dilakukan dengan membuat hipotesis:  
H0 : Data residual berdistribusi normal 
HA : Data residual berdistribusi tidak normal  
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas (Uji Statistik) 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.34987164 
Most Extreme Differences Absolute .068 
Positive .068 
Negative -.063 
Test Statistic .068 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : Output SPSS Versi 24 
Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas 
dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Test 




Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi 
normal. 
2. Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi antara variabel independen. Apabila terdapat variabel 
independen yang saling berkorelasi, dapat dikatakan variabel-
variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan 
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol (Ghozali, 2016:103). 
Multikolinieritas juga dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan 
(b) VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran tersebut 
menunjukkan bahwa setiap variabel independen yang lain. Dengan 
demikian, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 
tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cut off yang umumnya 
dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai 
tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 
2016:104). Hasil uji multikolinieritas penelitian ini disajikan dalam 










1 SAP .550 1.818 
SPIP .550 1.818 
SDM .995 1.005 
a. Dependent Variable: Laporan Keuangan 
Sumber : Output SPSS Versi 24 
Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada model 
regresi seperti tertera pada tabel 4.9, diperoleh data bahwa nilai 
tolerance Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,550, Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,550, dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia sebesar 0,995. Semua nilai tolerance 
tersebut masing-masing biaya > 0,10. sementara nilai VIF Standar 
Akuntansi Pemerintah sebesar 1,818, Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah sebesar 1,818, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
sebesar 1,005, Semua nilai VIF tersebut masing-masing < 10,00. 
Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi 
dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
d. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat 




variabel dependen. Pada perhitungan SPSS versi 24 menghasilkan data 
yaitu: 
Tabel 4.10 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.545 5.625  3.474 .001 
SAP .139 .054 .268 2.596 .012 
SPIP .461 .087 .547 5.294 .000 
SDM -.530 .213 -.191 -2.491 .015 
a. Dependent Variable: Laporan Keuangan 
 Sumber: Output SPSS Versi 24  
Pada Kolom unstandardized coefficient (B). Tertera nilai 
constant sebesar 19,545, koefisien Standar Akuntansi Pemerintah 
sebesar 0,139, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,461, 
dan koefisien Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar -0,530 
Dengan Demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk 
persamaan sebagai berikut: 
Y= 19,545 + 0,139X1 + 0,461X2 – 0,530X3 
Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut:  
a. Nilai Konstanta sebesar 19,545 berarti bahwa tanpa adanya 
variabel, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian 




Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 
19,545 
b. Nilai koefisien dari Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,139, 
artinya jika variabel Standar Akuntansi Pemerintah naik satu 
satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka akan 
menyebabkan kenaikan sebesar 0,139. pada Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
c. Nilai koefisien dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
sebesar 0,461, artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah naik satu satuan sementara variabel independen 
lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,461. 
Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
d. Nilai koefisien dari Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar -
0,530, artinya jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
naik satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, 
maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,530. Pada Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
e. Hasil Uji Hipotesis  
1. Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa besar 




dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 
2016:112). Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan 
signifikansi level 0.025 (α = 2,5%). Adapun kriteria diterima atau 
ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut: 
a. Jika nilai signifikansi < 0,025 maka hipotesis diterima 
(koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukan bahwa 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. 
b. Jika nilai signifikansi > 0,025 maka hipotesis ditolak 
(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukan 
variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel independen. 
Tabel 4.11 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.545 5.625  3.474 .001 
SAP .139 .054 .268 2.596 .012 
SPIP .461 .087 .547 5.294 .000 
SDM -.530 .213 -.191 -2.491 .015 
a. Dependent Variable: Laporan Keuangan 




Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.12 
diperoleh beberapa hasil sebagai berikut: 
1. Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Standar 
Akuntansi Pemerintah memiliki nilai Coefficients β 
sebesar 0,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 Nilai 
0,012 < 0,025. Sementara t tabel dengan sig α = 0,025 
Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukan bahwa 
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh 
positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah.  
2. Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah memiliki Coefficients 
β sebesar 0,461 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Nilai 0,000 < 0,025. Maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
3. Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Kompetensi 
Sumber Daya Manusia memiliki Coefficients β sebesar 
-0.530 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,025. 




Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh 
negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah.  
f. Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Menurut Ghozali (2016: 97) koefisien determinasi pada 
hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan persamaan model 
dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. 
Nilai R² terletak antara 0 sampai 1 (0 < R² < 1), nilai R² yang kecil 
berarti menunjukan kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan apabila nilai 
mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan 
variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Jika proses mendapatkan nilai R² yang tinggi adalah baik, 
tetapi jika nilai R² rendah bukan berarti model regresi jelek. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .775a .601 .584 2.401 
a. Predictors: (Constant), SDM, SPIP, SAP 
 




Pada tabel 4.12 didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 
0,584 atau 58,4%. Hal ini menunjukan bahwa variabel Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel 
Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 58,4%, 
sedangkan sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu 
hasil penelitian sebagai berikut:  
1. Untuk menguji hipotesis pertama, yang menyatakan diduga pengaruh 
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikansi 0,012 
< 0,025 sementara t thitung lebih besar dari ttabel (2,596 >1,99444). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Pevitasari (2018) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah 
berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Begitu juga Dicky Rahman (2015) menyatakan bahwa penerapan 
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Jika Standar Akuntansi 




penyusunan laporan keuangan maka pemerintah daerah akan memiliki 
kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan benar. Pemerintah 
daerah dalam kualitas laporan keuangan hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama publik 
(masyarakat). 
2. Untuk menguji hipotesis kedua, diduga pengaruh sistem pengendalian 
intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dengan hasil 0,000 < 0,025. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa adanya penerapan sistem pengendalian internal yang 
baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal 
akan semakin membaik. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem 
pengendalian internal maka semakin tinggi pula tingkat Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah,  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Karsana & Suaryana (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa apabila 
pimpinan menerapkan sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik 
di setiap OPD, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Sistem pengendalian yang efektif akan melindungi 




sehingga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat 
memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan 
meningkatkan kepercayaan stakeholders. 
Hasil berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh 
(Budiawan&Purnomo, 2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian 
intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah 1 Bogor. Dimana sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum 
diterapkan secara efektif menyebabkan informasi laporan keuangan yang 
dihasilkan kurang tepat.  
3. Untuk menguji hipotesis ketiga, diduga pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa hasil hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki 
nilai signifikan sebesar 0,015 < 0,025.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Aswandi (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia 
berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik 
Kota Padang. Kemungkinan disebabkan oleh rendahnya kemampuan 
sebagian responden dalam mengimplementasikan ilmu akuntansi dalam 




kualitatif yang harus dipenuhi oleh suatu laporan keuangan yang disajikan 
oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP No.71 tahun 2010 
tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selain itu, juga 
terdapat responden yang memiliki masa kerja kurang dari lima tahun, 
sehingga dianggap belum sepenuhnya berpengalaman. 
Hasil penelitian ini berbeda terdapat (Elvin Andrianto, 2017) yang 
menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana pegawai 
yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu 
memahami logika akuntansi dengan baik dan kemudikan mengunakan 
pengetahuan dan pemahamanannya dalam menyusun laporan keuangan 
sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang ditetapkan sehingga 
laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari kesalahan penyajian (andal) 
dan berkualitas. Selain itu, sumber daya manusia yang berpengalaman 
akan mampu bekerja dengan cepat, sehingga laporan keuangan yang 




                   KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis, hasil analisis data 
dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa:  
1. Dengan adanya standarisasi dalam menyusun laporan keuangan yang baik 
yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah, maka laporan keuangan akan berkualitas dan mudah 
dipahami oleh publik, dengan dibuktikannya pada penelitian ini nilai 
signifikansi 0,012 < 0,025. 
2. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik, maka 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal baik. Semakin 
tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern maka semakin baik 
pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan dibuktikannya 
nilai signifikansi 0,000 < 0,025. 
3. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 
khususnya dibidang akuntansi sangat berperan dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah agar laporan yang dihasilkan berkualitas dan 






B. Saran  
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, 
maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya memperhatikan 
Sumber Daya Manusia (SDM) pelatihan-pelatihan yang bervariasi 
guna untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman para pegawai.  
2. Pada penelitian ini untuk hasil kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh negatif dimungkinkan adanya faktor-faktor pengahambat 
lainnya seperti, kemampuan sebagian responden dalam 
mengimplementasikan ilmu akuntansi dalam dunia kerja. Untuk 
selanjutnya bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan orang-
orang yang membuat laporan keuangan agar laporan keuangan yang 
dihasilkan lebih akurat.  
3. Bagi Publik atau masyarakat diharapkan dapat menambah 
pengetahuan masyarakat mengenai laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna laporan dapat 
mengetahui secara jelas mengenai kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 




penelitian peneliti. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Tegal, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas 
atau memperbanyak jumlah responden atau objek yang diteliti. 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan 2 staff 
keuangan/ bendahara di OPD Kota Tegal yang berjumlah 72 orang. 
Sehingga penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan hasil dan 
kesimpulan apabila dilakukan peneliti selanjutnya dan di pemerintahan 
lainnya. 
2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 
dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban yang 
terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan keadaan 
sebenarnya.  
3. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang 
diteliti hanya standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern 
pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan masih ada 
variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas 
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Sehubungan dengan penyusunan proposal skripsi sebagai tugas akhir pada 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, maka 
saya: 
Nama : Hana Yusriani 
NPM : 4316500069 
Mengajukan permohonan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak 
guna mengisi kuesioner ini. Adapun judul penelitian saya adalah “Pengaruh Standar 
Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus pada OPD Kota Tegal)”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi 
penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan 
pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar. 
Perlu saya sampaikan dalam pengisian kuesioner ini: 
1. Tidak ada jawaban yang benar atau salah 
2. Penilaian yang obyektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik 
bagi pengembangan penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. 
3. Setiap jawaban sangat bermakna bagi kami, sehingga kami mengharapkan tidak 
ada jawaban yang dikosongkan 
4. Jawaban akan diperlakukan dengan standar profesionalitas dan etika penelitian. 
Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga 
kerahasiaannya. Atas waktu dan kerjasama Bapak/Ibu untuk mengisi kuesoner 











1. Nama     :  
2. Umur     :  Tahun  
3. Jenis Kelamin    : Laki-laki    Perempuan 
4. Pendidikan     :         SMA       
      D3 
      S1 
      S2 
5. LatarBelakang Pendidikan  :   Akuntansi  Manajemen 
      MIPA    Matematika 
      Lain – lain (   ) 
6. NIP      : 
7. Jabatan    :  
8. Lama Bekerja   :        1-5 thn        6-10 thn         10-15 thn    >15 thn 
9. Nama OPD   :   
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk 
masing – masing pertanyaan yang tersedia pada lampiran daftar kueisoner. 
2. Bapak/Ibu/Saudara (i) cukup memberikan tanda centang pada kolom kode 
jawaban yang tersedia yaitu: SS, S, N, TS, dan STS. 
Adapun skor untuk masing – masing jawaban adalah sebagai berikut: 
Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 Tidak Setuju (TS) 
Skor 3 Netral (N) 
Skor 4 Setuju (S) 







1. Kualitas Laporan Keuangan  
 
No. Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Relevan  
1. 
Laporan keuangan pada instansi / 
lembaga tempat  saya bekerja dapat 
memberikan informasi yang dapat 
mengoreksi ekpektasi mereka  di masa 
lalu. 
     
  2. 
Instansi / lembaga tempat saya bekerja 
dapat menyelesaikan laporan keuangan 
secara tepat waktu sesuai periode 
akuntansi. 
     
3. 
Pada tempat saya bekerja, dapat 
mencangkup laporan keuangan secara 
lengkap sehingga berguna untuk 
pengambilan keputusan. 
     
Reliable / Andal  
4. 
Laporan keuangan pada  
instansi/lembaga  tempat saya bekerja, 
menyajikan informasi secara jujur 
sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya.  
     
5. 
Informasi yang disajikan di instansi/ 
lembaga tempat saya bekerja bebas 
dari pengertian yang menyesatkan  
     
6. 
Laporan keuangan di instansi/lembaga  
tempat saya bekerja menghasilkan 
informasi yang dapat diuji.  






Informasi yang termuat pada  
laporan keuangan di instansi/lembaga 
tempat kerja saya selalu dapat 
dibandingkan dengan laporan 
keuangan tahun lalu. 
     
8. 
Dalam penyusunan laporan keuangan, 
saya telah menggunakan kebijakan 
akuntansi yang berpedoman pada SAP 
dari tahun ke tahun. 
     
Dapat dipahami  
9. 
Laporan keuangan di instansi/lembaga  
tempat saya bekerja menghasilkan 
informasi yang mudah dipahami dan 
mudah dimengerti oleh pengguna  
     
 
2. Standar Akuntansi Pemerintah  
No. Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan  
1. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah menggunakan basis 
akrual untuk mengakui aset dan 
kewajiban  
     
2. Untuk mengakui pendapatan dan 
belanja menggunakan basis kas.  
     
PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran  
3. 
Penerimaan pembiayaan pada 
instansi/lembaga tempat Saya bekerja 
diakui saat diterima di rekening kas. 
     
  4. 
Saat terjadinya pengeluaran dari 
rekening kas pada instansi/ lembaga 
tempat saya bekerja telah diakui 
sebagai belanja. 
     
PSAP No. 3 Laporan Arus Kas  
5. Telah menyusun laporan arus kas 
sesuai SAP yang diklasifikasikan 




berdasarkan aktivitas operasi, 
pendanaan, dan investasi  
6. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah menggunakan metode 
langsung dalam melaporkan arus kas 
operasi 
     
PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan  
7. 
Pada instansi/ lembaga tempat saya 
bekerja selalu menyajikan informasi 
secara lengkap tentang penjelasan pos-
pos dalam laporan keuangan pada 
setiap periode pelaporan.  
     
PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan  
8. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah mengakui persediaan 
pada saat diterima atau hak milik 
berpindah. 
     
9. 
Saya selalu mengakui dan pencatatan 
persedian berdasarkan hasil 
inventarisasi fisik pada akhir periode 
akuntansi.  
     
PSAP No. 6 Akuntansi Inventaris  
10. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah mengakui kas yang 
dikeluarkan sebagai investasi setelah 
memenuhi kriteria manfaat masa 
datang dapat diperoleh dan nilai 
investasi dapat diukur. 
     
11. 
Telah mencatat investasi sebesar biaya 
perolehan untuk kepemilikan 
permanen. 
     
PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap  
12. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, selalu mencatat/menilai aset 
tetap sebesar biaya perolehannya dan 
mengklasifikasikan aset tetap 
berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam operasi entitas  
     





Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, selalu mengungkapkan 
informasi konstruksi dalam 
pengerjaaan pada akhir periode 
akuntansi dan memindahkan 
konstruksi dalam pengerjaan ke aset 
tetap yang bersangkutan  
     
PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban  
14. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, selalu mencatat kewajiban 
sebesar nilai nominal dan mengakui 
kewajiban pada saat kewajiban timbul  
     
PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan  
15. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah melakukan koreksi yang 
merupakan tindakan pembetulan agar 
pos-pos yang tersaji sesuai dengan 
seharusnya 
     
16. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah melakukan koreksi 
terhadap kesalahan yang ditemukan 
     
PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi  
17. 
Pada instansi/lembaga tempat Saya 
bekerja, telah menyajikan laporan 
keuangan konsolidasi 
     
18. 
Laporan keuangan konsolidasi yang 
dibuat di instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah mencakup semua laporan 
keuangan dari semua entitas akuntansi. 
     
PSAP No. 12 Laporan Operasional  
19. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah dibuat laporan 
operasional yang mencakup 
pendapatan-LO, beban, transfer, dan 
pos-pos luar biasa. 







3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
No. Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Lingkungan Pengendalian  
1. 
Semua kegiatan pengelolaan anggaran 
yang dilakukan di instansi/lembaga 
tempat saya bekerja sudah dibuatkan 
Standar Operating Procedure (SOP) 
     
2 
Pimpinan di instansi/lembaga tempat 
saya bekerja, sudah memberikan 
contoh berperilaku sesuai dengan kode 
etik atau sesuai dengan SOP  
     
Penilaian Resiko  
3. 
Pada instansi/lembaga tempat saya 
bekerja, telah menerapkan penentuan 
batas dan penentuan toleransi salah saji 
     
4. 
Pada tempat saya bekerja, telah 
menerapkan pengendalian intern dan 
manajemen terhadap risiko salah  
     
5. 
Pimpinan pada tempat saya bekerja,  
telah melakukan analisis risiko secara 
lengkap dan menyeluruh terhadap 
kemungkinan timbulnya pelanggaran 
terhadap sistem akuntansi  
     
Kegiatan Pengendalian  
6. 
Setiap transaksi baik itu pengeluaran 
maupun penerimaan kas di 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 
selalu didokumentasikan dengan bukti-
bukti transaksi.  
     
7. 
Telah dilakukan pemisahan wewenang 
secara tepat pada instansi/lembaga 
tempat saya bekerja untuk melakukan 
suatu kegiatan atau transaksi. 
     
Informasi dan Komunikasi  
9. Di instansi/lembaga tempat saya 
bekerja telah melaksanakan sistem 




akuntansi yang memungkinkan audit.  
Pemantauan  
10. 
Dalam waktu yang tidak ditentukan 
pimpinan melakukan pemeriksaan 
mendadak terhadap catatan akuntansi.  
     
11. 
Pimpinan di instansi/lembaga tempat 
saya bekerja, selalu mereview dan 
mengevaluasi temuan yang 
menunjukkan adanya kelemahan dan 
perlu perbaikan  
     
 
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
No. Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Pengetahuan  
1. 
Saya memahami PP No. 71 Tahun 
2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus 
akuntansi dengan baik  
     
2. 
Saya sering membaca literatur berupa 
jurnal akuntansi dan buku-buku 
akuntansi dalam rangka 
mengUpgdrade pengetahuan saya di 
bidang akuntansi.  
     
Ketrampilan  
3. 
Saya mampu menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan 
pemerintah berdasarkan PP No. 71 
Tahun 2010  
     
4. 
Saya selalu mengikuti pelatihan terkait 
dengan penatausahaan laporan 
keuangan  
     
Perilaku  
5. Saya selalu bekerja berdasarkan 
praktik yang dapat diterima secara 




umum dengan mengedepankan etika 
dan kode etik sebagai seorang akuntan  
6. 
Saya selalu menolak setiap intervensi 
dari atasan yang dapat menimbulkan 
pelanggaran terhadap peraturan  
     

























Lampiran 2A  
Tabulasi Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 
No  
Standar Akuntansi Pemerintah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 72 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 72 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
7 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 82 
8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 92 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
16 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 78 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 79 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 94 
19 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
20 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 71 
21 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 4 5 2 3 5 5 5 5 5 77 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
23 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 78 
24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 




26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
27 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 86 
28 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 84 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
31 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 78 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
33 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 77 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 73 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
36 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 85 
37 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 80 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 76 
42 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
43 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 70 
44 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 87 
45 5 4 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 2 3 5 5 2 4 5 78 
46 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 67 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 77 
48 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 85 
49 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 82 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 78 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
52 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 75 
53 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 82 
54 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 80 
55 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 79 




57 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 86 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
61 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 78 
62 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 79 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74 
65 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 81 
66 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 84 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
69 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
70 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 


















Tabulasi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
No  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 35 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 44 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 44 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
14 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43 
15 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
16 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 37 
17 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
22 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 
23 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 
24 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 43 




26 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 35 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
28 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
29 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 43 
30 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 43 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
32 4 4 3 3 3 5 5 5 3 4 39 
33 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 44 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
36 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 41 
37 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
42 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 44 
43 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
44 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 
45 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47 
46 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 38 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
48 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 46 
49 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 43 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
53 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 
54 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 36 




56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
61 5 4 3 4 5 4 4 4 2 4 39 
62 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 40 
63 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
64 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
65 5 4 3 2 1 4 4 4 4 5 36 
66 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 44 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

















Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
No  
Kompetensi Sumber Daya Manusia  
1 2 3 4 5 6 Jumlah 
1 4 3 4 3 4 4 22 
2 3 3 4 3 4 4 21 
3 4 3 4 3 3 5 22 
4 3 3 4 4 4 4 22 
5 4 4 3 3 4 4 22 
6 4 2 3 3 3 4 19 
7 4 4 3 2 5 5 23 
8 3 3 4 3 4 4 21 
9 4 4 3 3 3 5 22 
10 4 3 4 4 4 4 23 
11 4 3 4 3 4 4 22 
12 4 3 4 3 3 5 22 
13 3 3 5 4 4 4 23 
14 4 2 3 3 4 5 21 
15 3 3 3 3 3 4 19 
16 4 3 3 3 4 4 21 
17 4 4 3 3 4 4 22 
18 4 4 4 3 3 4 22 
19 3 3 4 2 4 4 20 
20 4 3 4 4 5 4 24 
21 3 3 3 3 5 4 21 
22 4 3 3 3 3 4 20 
23 3 3 3 3 4 5 21 
24 4 2 3 2 4 5 20 




26 3 3 4 3 4 4 21 
27 4 3 4 3 4 5 23 
28 4 3 4 3 3 5 22 
29 3 3 3 4 4 4 21 
30 4 4 3 2 4 4 21 
31 3 4 3 3 5 5 23 
32 4 3 3 3 4 4 21 
33 3 2 3 3 5 4 20 
34 3 3 3 3 3 4 19 
35 4 4 3 3 4 5 23 
36 3 3 2 2 4 4 18 
37 4 4 4 3 3 4 22 
38 3 3 3 3 4 4 20 
39 5 3 3 4 5 5 25 
40 3 3 3 3 4 4 20 
41 3 4 3 2 3 5 20 
42 3 3 3 4 4 4 21 
43 5 4 3 3 4 4 23 
44 3 3 4 3 3 4 20 
45 3 2 5 2 3 5 20 
46 3 3 3 3 4 4 20 
47 4 4 3 3 4 4 22 
48 3 3 3 3 4 4 20 
49 4 4 3 3 4 4 22 
50 4 3 3 3 4 4 21 
51 4 3 3 3 5 5 23 
52 3 3 3 4 5 4 22 
53 4 3 3 2 3 4 19 
54 3 4 4 4 4 4 23 




56 3 3 3 3 4 4 20 
57 4 3 3 1 4 4 19 
58 4 4 3 2 4 4 21 
59 4 3 3 3 5 4 22 
60 3 4 3 3 4 5 22 
61 3 3 4 2 5 4 21 
62 3 3 3 3 4 4 20 
63 4 3 4 3 4 4 22 
64 4 3 3 4 4 4 22 
65 3 4 3 3 3 4 20 
66 3 4 3 2 4 5 21 
67 4 3 3 2 3 4 19 
68 3 3 3 4 4 5 22 
69 4 3 3 3 4 4 21 
70 4 3 3 3 4 4 21 
71 3 4 3 3 3 4 20 

















Tabulasi Jawaban Responden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
No  
Kualitas Laporan Keuangan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 38 
7 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 
8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
9 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
14 4 5 4 4 4 4 5 5 4 39 
15 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 
16 5 5 5 3 5 3 3 3 5 37 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
18 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
20 3 4 4 4 4 3 5 4 3 34 
21 3 5 5 5 3 5 5 5 5 41 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
23 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42 
24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 




26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
28 4 5 5 4 4 4 5 5 5 41 
29 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
32 4 5 4 5 4 5 4 4 4 39 
33 1 5 5 5 5 5 5 5 5 41 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
35 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
37 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
38 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 4 4 4 5 1 4 4 5 4 35 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
44 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
45 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
46 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 
47 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
48 5 4 5 5 5 4 4 4 4 40 
49 4 5 5 4 4 4 5 3 5 39 
50 4 4 4 4 1 4 4 4 4 33 
51 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
52 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
54 4 4 4 5 4 5 2 4 5 37 




56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
60 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
61 4 5 4 5 4 4 4 2 4 36 
62 4 5 4 5 4 4 4 2 4 36 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
65 5 5 4 5 5 4 5 4 4 41 
66 5 4 5 5 4 5 5 4 4 41 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
69 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
70 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
















Data Variabel Independen dan Dependen 
Responden 
















1 76 40 22 37 
2 76 40 21 38 
3 72 40 22 36 
4 72 40 22 36 
5 71 35 22 38 
6 76 39 19 38 
7 82 44 23 43 
8 77 41 21 37 
9 76 40 22 38 
10 92 44 23 44 
11 76 40 22 36 
12 76 44 22 36 
13 95 50 23 45 
14 76 43 21 39 
15 76 41 19 39 
16 78 37 21 37 
17 79 42 22 36 
18 94 50 22 44 
19 74 42 20 36 
20 71 41 24 34 
21 77 50 21 41 
22 95 42 20 36 
23 78 46 21 42 
24 83 43 20 44 




26 76 35 21 36 
27 86 50 23 44 
28 84 49 22 41 
29 76 43 21 37 
30 76 43 21 37 
31 78 50 23 36 
32 76 39 21 39 
33 77 44 20 41 
34 73 40 19 36 
35 74 38 23 34 
36 85 41 18 45 
37 80 42 22 38 
38 76 39 20 36 
39 95 50 25 45 
40 76 40 20 36 
41 76 38 20 36 
42 90 44 21 35 
43 70 41 23 36 
44 87 42 20 37 
45 78 47 20 43 
46 67 38 20 38 
47 77 42 22 37 
48 85 46 20 40 
49 82 43 22 39 
50 78 39 21 33 
51 76 40 23 39 
52 75 40 22 39 
53 82 44 19 45 
54 80 36 23 37 
55 79 50 21 45 
56 80 50 20 45 
57 86 50 19 45 




59 76 40 22 35 
60 76 40 22 35 
61 78 39 21 36 
62 79 40 20 36 
63 74 39 22 36 
64 74 39 22 36 
65 81 36 20 41 
66 84 44 21 41 
67 95 50 19 45 
68 95 50 22 45 
69 94 50 21 44 
70 94 50 21 44 
71 95 50 20 45 







Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 
Correlations 
 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 
x1.1










1 .212 .519** .558** .620** .255* .682** .424** .474** .428** .255
* 




.074 .000 .000 .000 .030 .000 .000 .000 .000 .031 .015 .470 .002 .000 .000 .141 .077 .000 .000 






.212 1 .523** .185 .208 .213 .096 .138 .032 .331** .312
** 





.000 .119 .080 .072 .423 .249 .791 .004 .008 .748 .003 .396 .188 .146 .086 .074 .588 .000 






.519** .523** 1 .480** .275* .323** .368** .223 .259* .235* .122 .183 .469** .212 .307** .273* .284
* 





.000 .020 .006 .001 .060 .028 .047 .309 .125 .000 .073 .009 .020 .016 .087 .246 .000 

















.000 .119 .000 
 
.003 .003 .000 .003 .000 .217 .206 .031 .230 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 






.620** .208 .275* .340** 1 .547** .712** .471** .517** .527** .427
** 







.000 .080 .020 .003 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .344 .000 .000 .000 .023 .007 .000 .000 






.255* .213 .323** .344** .547** 1 .399** .421** .405** .128 .266
* 
.380** .339** .397** .387** .341** .247
* 
.157 .242* .573** 
Sig. (2-
tailed) 
.030 .072 .006 .003 .000 
 
.001 .000 .000 .285 .024 .001 .004 .001 .001 .003 .037 .187 .041 .000 






.682** .096 .368** .530** .712** .399** 1 .379** .536** .417** .407
** 







.000 .423 .001 .000 .000 .001 
 
.001 .000 .000 .000 .001 .181 .000 .000 .000 .002 .003 .000 .000 










.424** .138 .223 .346** .471** .421** .379** 1 .886** .404** .390
** 
.609** .292* .445** .588** .571** .133 .154 .591** .682** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .249 .060 .003 .000 .000 .001 
 
.000 .000 .001 .000 .013 .000 .000 .000 .265 .196 .000 .000 






.474** .032 .259* .457** .517** .405** .536** .886** 1 .426** .414
** 
.641** .158 .403** .689** .690** .158 .203 .557** .711** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .791 .028 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .184 .000 .000 .000 .184 .088 .000 .000 






.428** .331** .235* .147 .527** .128 .417** .404** .426** 1 .820
** 







.000 .004 .047 .217 .000 .285 .000 .000 .000 
 
.000 .002 .002 .000 .000 .000 .019 .003 .001 .000 













.031 .008 .309 .206 .000 .024 .000 .001 .000 .000 
 
.001 .024 .000 .002 .001 .006 .006 .001 .000 










.286* .039 .183 .255* .388** .380** .379** .609** .641** .358** .390
** 
1 .292* .357** .492** .571** .133 .154 .542** .598** 
Sig. (2-
tailed) 
.015 .748 .125 .031 .001 .001 .001 .000 .000 .002 .001 
 
.013 .002 .000 .000 .265 .196 .000 .000 






.086 .344** .469** .143 .113 .339** .159 .292* .158 .353** .266
* 
.292* 1 .543** .161 .205 .207 .096 .086 .470** 
Sig. (2-
tailed) 
.470 .003 .000 .230 .344 .004 .181 .013 .184 .002 .024 .013 
 
.000 .176 .084 .081 .424 .471 .000 






.354** .101 .212 .308** .538** .397** .523** .445** .403** .473** .451
** 
.357** .543** 1 .500** .425** .253
* 
.166 .359** .649** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .396 .073 .009 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 
 
.000 .000 .032 .163 .002 .000 






.503** .157 .307** .674** .526** .387** .474** .588** .689** .402** .351
** 







.000 .188 .009 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .176 .000 
 
.000 .034 .005 .000 .000 










.548** .173 .273* .673** .545** .341** .513** .571** .690** .448** .390
** 







.000 .146 .020 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .084 .000 .000 
 
.008 .000 .000 .000 






.175 .204 .284* .468** .268* .247* .360** .133 .158 .275* .320
** 





.141 .086 .016 .000 .023 .037 .002 .265 .184 .019 .006 .265 .081 .032 .034 .008 
 
.000 .027 .000 






.210 .212 .203 .435** .315** .157 .342** .154 .203 .340** .323
** 
.154 .096 .166 .328** .407** .881
** 
1 .313** .549** 
Sig. (2-
tailed) 
.077 .074 .087 .000 .007 .187 .003 .196 .088 .003 .006 .196 .424 .163 .005 .000 .000 
 
.007 .000 






.474** .065 .138 .457** .435** .242* .487** .591** .557** .379** .371
** 







.000 .588 .246 .000 .000 .041 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .471 .002 .000 .000 .027 .007 
 
.000 








.659** .419** .558** .660** .724** .573** .720** .682** .711** .661** .623
** 







.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Correlations 





1 .655** .375** .336** .383** .513** .341** .319** .174 .390** .581** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .004 .001 .000 .003 .006 .144 .001 .000 





.655** 1 .636** .507** .652** .529** .568** .439** .496** .574** .805** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.375** .636** 1 .745** .635** .439** .427** .587** .716** .604** .843** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.336** .507** .745** 1 .673** .380** .507** .543** .609** .606** .808** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 





.383** .652** .635** .673** 1 .280* .429** .355** .391** .390** .714** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .017 .000 .002 .001 .001 .000 





.513** .529** .439** .380** .280* 1 .609** .593** .316** .346** .643** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .017  .000 .000 .007 .003 .000 





.341** .568** .427** .507** .429** .609** 1 .636** .508** .599** .740** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 





.319** .439** .587** .543** .355** .593** .636** 1 .526** .661** .747** 










.174 .496** .716** .609** .391** .316** .508** .526** 1 .719** .755** 
Sig. (2-tailed) .144 .000 .000 .000 .001 .007 .000 .000  .000 .000 





.390** .574** .604** .606** .390** .346** .599** .661** .719** 1 .786** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .001 .003 .000 .000 .000  .000 





.581** .805** .843** .808** .714** .643** .740** .747** .755** .786** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Correlations 
 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 SDM 
x3.1 Pearson 
Correlation 
1 .050 -.057 -.072 .018 .117 .423** 
Sig. (2-tailed)  .675 .636 .546 .879 .329 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 
x3.2 Pearson 
Correlation 
.050 1 -.178 -.044 -.090 .000 .305** 
Sig. (2-tailed) .675  .135 .711 .452 1.000 .009 
N 72 72 72 72 72 72 72 
x3.3 Pearson 
Correlation 
-.057 -.178 1 .174 -.148 .030 .332** 
Sig. (2-tailed) .636 .135  .145 .215 .806 .004 
N 72 72 72 72 72 72 72 
x3.4 Pearson 
Correlation 
-.072 -.044 .174 1 .166 -.103 .531** 
Sig. (2-tailed) .546 .711 .145  .163 .388 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 
x3.5 Pearson 
Correlation 
.018 -.090 -.148 .166 1 .000 .447** 
Sig. (2-tailed) .879 .452 .215 .163  1.000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 
x3.6 Pearson 
Correlation 
.117 .000 .030 -.103 .000 1 .337** 
Sig. (2-tailed) .329 1.000 .806 .388 1.000  .004 
N 72 72 72 72 72 72 72 
SDM Pearson 
Correlation 
.423** .305** .332** .531** .447** .337** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .009 .004 .000 .000 .004  
N 72 72 72 72 72 72 72 







Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Correlations 
 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 Y 
y1 Pearson 
Correlation 
1 .212 .322** .284* .258* .274* .189 .148 .318** .500** 
Sig. (2-tailed)  .073 .006 .016 .029 .020 .111 .213 .006 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y2 Pearson 
Correlation 
.212 1 .521** .447** .316** .382** .403** .193 .541** .605** 
Sig. (2-tailed) .073  .000 .000 .007 .001 .000 .105 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y3 Pearson 
Correlation 
.322** .521** 1 .524** .451** .573** .524** .518** .684** .790** 
Sig. (2-tailed) .006 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y4 Pearson 
Correlation 
.284* .447** .524** 1 .363** .785** .455** .417** .500** .738** 
Sig. (2-tailed) .016 .000 .000  .002 .000 .000 .000 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y5 Pearson 
Correlation 
.258* .316** .451** .363** 1 .461** .406** .314** .471** .664** 
Sig. (2-tailed) .029 .007 .000 .002  .000 .000 .007 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y6 Pearson 
Correlation 
.274* .382** .573** .785** .461** 1 .526** .649** .718** .836** 
Sig. (2-tailed) .020 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y7 Pearson 
Correlation 
.189 .403** .524** .455** .406** .526** 1 .609** .439** .717** 
Sig. (2-tailed) .111 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y8 Pearson 
Correlation 
.148 .193 .518** .417** .314** .649** .609** 1 .541** .695** 





N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
y9 Pearson 
Correlation 
.318** .541** .684** .500** .471** .718** .439** .541** 1 .805** 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Y Pearson 
Correlation 
.500** .605** .790** .738** .664** .836** .717** .695** .805** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







4. Uji Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah  
Cronbach's Alpha N of Items 
.908 19 
 
5. Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Cronbach's Alpha N of Items 
.906 10 
 
6. Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Cronbach's Alpha N of Items 
.776 6 
 
7. Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan  








Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SAP 72 67 95 80.13 7.176 
SPIP 72 35 50 42.85 4.408 
SDM 72 18 25 21.17 1.343 
Laporan Keuangan 72 33 45 39.24 3.721 







Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
a. Uji Statistik 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.34987164 
Most Extreme Differences Absolute .068 
Positive .068 
Negative -.063 
Test Statistic .068 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 





1 SAP .550 1.818 
SPIP .550 1.818 
SDM .995 1.005 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.545 5.625  3.474 .001 
SAP .139 .054 .268 2.596 .012 
SPIP .461 .087 .547 5.294 .000 
SDM -.530 .213 -.191 -2.491 .015 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.545 5.625  3.474 .001 
SAP .139 .054 .268 2.596 .012 
SPIP .461 .087 .547 5.294 .000 
SDM -.530 .213 -.191 -2.491 .015 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .775a .601 .584 2.401 
a. Predictors: (Constant), SDM, SPIP, SAP 
 
149 
 
 
 
150 
 
 
 
151 
 
 
 
152 
 
 
 
153 
 
 
 
154 
 
 
 
155 
 
 
 
 
